BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.14, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Pengelolaan
Hutan. Wilayah.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.6/Menhut-11/2009
TENTANG
PEMBENTUKAN WILAYAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan,
pembentukan unit kesatuan pengelolaan hutan didasarkan
kepada kriteria dan standar yang ditetapkan olen Menteri;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, seluruh
kawasan hutan terbagi dalam kesatuan pengel olaan hutan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan,
penetapan luas wilayah kesatuan pengelolaan hutan diatur
oleh Menteri Kehutanan;
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Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang  Pembentukan
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor
3419);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang K ehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang K ehutanan menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Proving, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737).

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2004

tentang Organisas dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,
sebagaimana telah bebergpa kali disempurnakan terakhir
dengan Nomor P.64/Menhut-11/2008.

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  TENTANG
PEMBENTUKAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
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1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh
pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungs
menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya,
menyimpan serta mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.

4. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungs pokok dan peruntukannya, yang dapat
dikelola secara efisien dan lestari

5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, adalah kesatuan pengelolaan hutan
yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan
konservas.

6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, adalah kesatuan pengelolaan hutan
yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan
lindung.

7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, adalah kesatuan pengelolaan hutan
yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan
produksi.

8. Rancang bangun KPH adalah rancangan wilayah KPH yang memuat hasi|
identifikas dan deliniasi awal areal yang akan dibentuk menjadi wilayah
KPH dalam peta dan deskripsinya.

9. Arahan pencadangan KPH adalah surat dan peta arahan pencadangan KPH
yang merupakan hasil penelashan rancang bangun KPH terhadap kriteria
yang ditetapkan.

10.Usulan penetapan KPH adalah hasil pembentukan KPH oleh Gubernur yang

berupa hasil pencermatan rancang bangun berdasarkan arahan pencadangan
KPH.

11.Penetapan wilayah KPH adalah pengesahan wilayah KPH pada kawasan
hutan oleh Menteri.

12.KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap
dikembangkan menuju Situasi dan kondisi aktual organisas KPH di tingkat
tapak.

13.Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan.



5 2009, No.14

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud pengaturan pembentukan wilayah KPH adalah untuk memberikan
pedoman di dalam pembentukan wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pembentukan wilayah KPH adalah terwujudnya wilayah
kelola kesatuan pengelolaan hutan yang dapat mendukung terselenggaranya
pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.

BAB Il
PEMBENTUKAN WILAYAH KPH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 4
(1) KPH méeliputi :

a. KPH Konservasi (KPHK)

b. KPH Lindung (KPHL)

c. KPH Produksi (KPHP)

(2) KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah
administras atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.

(3) Apabila KPH terdiri atas lebih dari satu fungs pokok hutan, maka
penetapan KPH didasarkan kepada fungsi pokok hutan yang luasannya
dominan.

Bagian Kedua
Kriteriadan Indikator
Pasal 5
(1) Pembentukan wilayah KPH mempertimbangkan:
a. Karakteristik lahan;
b. Tipe hutan;
c. Fungs hutan;
d. Kondis daerah airan sungai;



